PUTUSAN
Nemer 3381/Pdt.G/2017/PA Dpk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Oepok yang memerksa dan mengadili peikara-
perkara tertentu pada tingkat pestama telah menptuhkan putusan sebagai

berikut, dalam peskara cesai gugat. anlara pihak-pihak :

PEMDHDWN, beragama Istam, umur
43 Tahun. Pekeljaan Kaiyawan Swasta, beralamat o

Keta Depek I

Jawa Barat, se anjutnyad sebut’ “Pemohon’;

MELAWAN RS '

TERMDHDN, beragama |sam, umor 48 Tahun, pekerjaan pebagai Ibu

Rumah Tangga,
I | i bera amat di

Depok, Jawa Bajat, seanjutnya dsebut sebaggi

“Termohon™; I i

Pengadiian Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajaribeikas peikara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemoiwn, Termohon sefta saksisaksi dan
memeriksa alat buk(ilainyadi persidangan;

TENTANG OUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan sutat pesmohonannya teshanggal
15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepanitaraan Pengadilan Agama Depok
Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk., lenggai 13 Nopember 2817 meng=mukakan
hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon dan Termchon adaah suami istr; sah yang men kah
pada tanggal 02 Maret 2002. berdasarkan Kutpan Akta Nikah daii KUA
Kecamatan Pasar Mpnggu Jakarta Seatan, Nomor : NOMOR
teitangga 2 Maret 2002, l

2. Bahwa seteph men-lkah antara Pemohon dan Termohon beitempat
tinggat dirumah kediaman Pemohon di Depok, Jawa Barat 16517 |

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemehon dan Teimohon

berjalan rukun dan haimonis dllipuli kebahagiaan sebagaimana iayaknya
suami istri, sampat memilki 2 orang anak, putri dan putra;

4, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak setelah lebaran 2015
sudah tidak harmonis tagi dalam menjalani hidup berumah tangga
dikarenakan sering terjadi perselisihan dan peitengkaran terus menerus
yang disebabkan masalah keuangan (berhutang ¥npa izin, mengambil
uang pemohon tanpa bilang, tidak mensyukuri rejeki yang ada sering
mengeluh masalah uang) cera mendidik anak. jangan memelihara
kucing karena kotorannya bau dan najis tapi Termohon tidak mau
mendengarkan sehingga rumah sekarang ini kau tai kucing dan kencing
kucing, tercium dan depan rumah dampai belakang, cara mengatue
rumah yang sekedarnya, mencuci yang nggak bersih sehingga baju
anak-anak dekil dan berjmur, mengungkit ungkit pemberian yang
lampau, diberitahu selalu dibantah dan dilawan;

5. Pemohon sering merasa tidak dihargal karena membenkan uang yang
menurut Termohon sedikit dan sering direndahkan karena Termohon
merasa memtliki derajat yang lebih tinggl dasi pemohon sehingga pemah
terucap kata-kata "Kalau dia butuh Ini (sambil menunjuk vaginanya)dia
akan dateng kesini’ Dan "Tenang aja dia nggak akan berani
menceralkan saya™;

8. Bahwa perselisihan dan peitengkaran W¥rsebut bisa berulang-ulang
sampai Pemohen mengatakan bahwa Termohon bukaniah istri dari
termohon;
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7. Bahwa termohon pernah meirgajukan gugatan cerai pada 17 Januari
29017 dengan nomor perkara: 0224/Pdt, G/2017/PA. Dpk:

§. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon susah
didamaikan dikarenakan Termohon semakin sering melawan dan
semakin tidak mau mendengerkan Pemohon. Bahkan persoalan antara
Pemohon dan Termohon semakin befiangsung s menetus membuat
keadaan rumah tangga semakin tidak baik dan tidak haimonis, sehingga
tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis fidak mungkin tercapai
karena Pemofion dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran ierus menerus;

9. Peitengkaran dan perselsihan inl sudah membual Pemohon bingung,
siress, kesehatan menurun apalagi Pemohon dihadapkan pada
pekerjaan yany bisa hilang karena kondisi peiusahaan fempat Pemohon
bekeria dalam kormis! ksitis karena bisa jadi pelusahaan tempat
Pemohon bekerja ditulup atau dimarger:

$0.Bahwa berdasarkan fakia-fakya d atas. maka gugatan Pemohon telah
memenuhi Pasal 13 huuf () Peraturan Pemeltintah Na ® 1ahun 1975 jo
Pasai118 huruf F Kompilasi Hukum s lam;

Bahws berdasarkan alasan-alasan lersebut diatag Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili
perkara ini betkenan untuk memutus denganamar sebagai berikut:

PRIMAIR :
3. Mengabulkan Peimohonan Pemohion;

2. Memberikan izin kepada Pemehon {PEMDHON) untuk mengucapkan
sar Tgak 3 (Tiga) Rajiterhadap Termohon(TEBMDHDN)

dihadapan sidang Pengadi an Agama Depok
I

3. Memberkan Hak asuh NAMA ANAK dan NAMA ANAK
kepada Pemohon;

4. Menetapkan biaya peskara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aeguo Ef Bono),

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara
ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara rezmi dan
patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termahon hadir sendir pada
persidangan tanggal 13-12-2017, kemudian Majelis Hakim berusaha secara
optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana
maksud dari pasal 130 HIR, agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut
perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan putusan
akia perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim
telah memerintahkan kepada Pemochon dan Termohon agar diadakan acara
mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih
Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagai mediator dalam perkara ini
sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 13 Desember 2017,

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah
dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohen melalui mediasi
tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal;

Bahwa, Majelis Hakim juga berulangkali memberikan kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal
langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga
tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima perceraian
wang diajukan oleh Pemahon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya begitu juga atas
replik Pemohon, dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabanya dan
menyatakan tidak keberatan dengan perceraian ini;
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Bahwa walaupun dalam hal perceraian antara Pemaohon dan Teimchon
kdak dapat didamaikan namun dipeisidangan antara Pemohon dan Termohon
mencapai kesepakatan dalam hal akibal perceraianya yaitu :

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.500.000.-
(Tiga jusa lima ratus 1upiah) x 3= Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta lima
ratus ribu ruptah);

2. Mul'ah bewupa uang sejumlah Rp 40.000.000.- (Empat puluh juta
rupiah);

Bahwa, untuk memperkuatl dallldati permohonannya, Femohon telah
mengajukan aiat bukiiteitulis, berupa :

a. Fotokopi Kutpan Akla N kih Nomor N DMDR yanlg dtkeluarkan

olehKantor Urusan Agama {KL A} Kecamatan Pasar M nggd. Jakaita
Se atan tertanggal 2 Maretl 2002. Bukt surat tersebut tel ah dibeti meterai
cukup dan tg ahd,cocokkan dengan as; nya, ¢ ber tanda P.1;

b. Fotokopi Kulipan Akis Ke ahiran Nomor 1682/2004 yang d ke uaikgn o eh
OSOUKCAF L Kota Depok teitanggal 11 Maret 2004, Bukti surat tersebut
te ahdibenymeterai cukup dan fe ah d cocgkkan dengan aslinya, d ber
tdnda P .2;

¢ Fotokgp Kutipan Akta Ke ahiran Nosmor NDMOR yang diketuarkan oleh
DSDUKCAPIL Kota Depok tertanggal 27 Maret 2007 Bukt sural

tersebut telah dberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
diberi landa P_3;

d. Fotokopi Stip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan sleh PT.
Gramedia Pustaka Utama, bulan Januari 2018. Bukti surat tersebut tidak
diberi meterai dan telah dicocokkan denganaslinya. diberi tanda P.4;

Bathwa disamping ifu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut :

1. SAKSL1 1, ,umur 48 tahun agamaifs am,
pekerjaan IRT. tempat ked amand Kota Depok:

I i

halaman § garl 24 halaman, Putusan Momor 3301/PELGIZ01 7PA. Dpk
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2. SAKSi # umur 49 tahun, lagama is,am, |
pekeijaan IRT tempat kedaman di Kota Bepok; |

Dibawah isumpah kedua ofang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya
sebagalberkut :

i
- Bahwa saksi adaiah kakak Pemohon;

- Bahwa Pemohen dan Teimolwen adafah suami isteri yang felah

dikarunjai dua orang anak;

. Bahwa semula rumah tangga Pemchon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak selelah lebaran 2015 sudah tidak haimonis lagi
dalam menjalani hidup berumah tangga, karena antara Pemohon dan

Termohon sering terjadi perselisihan dan peitengkaran;

- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
ada saling pengertian dalam membind wumah ¥ngga dikarenakan seiing
teriadi perselishan dan peitengkaran lerus menerus yang disebabkan
masalah keuangan berhutang #anpa izin. mengambil uang pemohon
tanpa bilang, cara mendidik anak dan mengungkit ungkit pemberian
yang lampau, dicelishu seialu dbantah dandilawan;

- Bahwa teimohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017
namun dicabut dan dengan harapan ada peubahan. akan tetapi
Teimohon semakin sering metawan dan semakin flidak mau
mendengerkan Pemohon. Bah'n persocalan antara Pemohon dan
Termohon semakin berlangsung terus menerus membual keadaan
rumah tangga semakin tidak baik dan t'dak harmenis;

- Bahwa saksi dan keluarga pemah menaschati Pemehon dan Termshsn
letapi tidak berhasi§

Bahwa, Termohon juga telah  menghadirkan dua orang saksi
dpersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada
pekeknya sebagai berikul :

naiaman B dan 24 halaman, Putiusan Momore 338 1PEL GE0TIPA DR
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). SAKSi i umur i45 tahitn, agama {sam, pekerjaan |
IRT, tempal kediaman di Kota Depsk;

2. SAKS] 11 umur 44 mhun agama .
1s|am, pekerjaan BUMN, tempal ed;aman di Kota Semarang;

I |
- Bahwa saksiadalah adik Termohon;

- Bahwa Pemwhon dan Teimohon adalah suami isteri yang telah
dkaruniai dua orang anak;

- Bahwma semula rumah %engga Pemohon dan Termshon rukun dan
harmonis, namun sejak setelah iebaran 2015 sudah tidak hasamonis lagi
datam menjatani hidup betrumah tangga, karena antara Pemohon dan
Termohon sering lefjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak
ada saling pengertiandalam membina rumah tangga dikarenakan sering
leijadi pessetisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
masatah keuangan (berhutang tanpa izin, mengambil uang pemohon
tanpa bilang;

- Bahwa lermohon pemah mengajukan gugatan cerai pada 2017 dengan
namun dicabut dan dengan harapan ada perubahan, akan tetaps
persoatan antara Pemohon dan Termohon semakin berlangsung terus
menerus membuat keadaan rumah tangga semakin tidak b aik dan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi dan ketuarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon
tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Teimohon menyatakan mencukupkan dengan
keterangan saksitersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpuian secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permchonan serta mohon putusan Begitu pula
Termohon menyampakan kesimpufan secara lisan pada pokoknya tetap pada
jawabannya serta mohon putusan;

halarman 7 dasi 24 halaman, Putisan Momer 33851 PdLGRDMT/PA Dok
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terebih dahulu memeriksa ada
tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal
standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai,
terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pemikahan yang sah,
pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai
Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Mikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara
agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki fegal standing
dalam perkara & guo sebagaimana ketentuan Pasal 48 Ayat (1) huruf (a} dan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1288 tentang Peradilan Agama yang
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, yang
telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dan Akta Otenfik,
dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokan dengan aslinya
ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-
undang Momor 13 Tahun 1885 tentang Bea Materai, maka sesual dengan
Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 1685 HIR, Majelis Hakim
berpendapat alat bukti teriulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus
menjadi bukti yang sempurmna dan mengikat (volfedig en bindends
bewiiskracht);

halaman 8 dari 28 halamans, Pulusan Nomar 3381PaL G2 7PA Dok
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Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi
di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P tersebut haruslah dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
belum pemah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan
kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam
perkara ini (persona standi in judicio),

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nemor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga
telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si
sebagai mediator dalam perkara ini, namun tetap tidak berhasil sebagaimana
laporan mediator tanggal 13 Desember 2017, karenanya Majehis Hakim
berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah
terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 15
Nopember 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-
pokok dalil sebagai berkut:

- Pokok dalii adalah permohonan cerai yang berisi tentang uralan dan
penegasan bahwa rumah tangga Pemochon dan Termohon sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sehingga akibat dan
pertengkaran yang sering terjadi tersebut menyebabkan keduanya sudah
pisah ranjang selama beberapa bulan yang lalu sampai sekarang. Atas dasar
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itu, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan thalak | Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah menyampaikan jawaban lisan tertanggal 28 Desember 2016
merupakan rangkaian dalil pengakuan yang pada pokoknya Termohon
menerima perceraian sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut
dipersidangan setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas Temmochon
tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan
untuk bercerai dengan Pemohon, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian
satiap dalil yang diakui dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna
dan mengikat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan
Pasal 174 HIR jo 19268 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan
perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif
(ijbar) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari
terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka
perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Pemohon untuk menjatuhkan
thalak | raji kepada Termohon sebagaimana fermyata dalam sural
permohonannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksl dan atau
keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pazal 78 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Momaor 50 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti
berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan
dalam bagian duduk perkara;
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Disclaimer
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Menimbang. bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh
Pemohon P hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a)
tndang-tUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metesai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapal diterima karena letah
memenuhi kelentuan formil pembuktian yak ni lelah dinazegelen seita dapat
dipertihatkan aslinya di persidangan sebagaimana selah dijelaskan pada bagtan
duduk perkara, sedangkan substansinya secara malelil akan dipeitimbangkan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayatl (1) HR menyebutkan surat (Akte)
yang syah, @@ah suatu surat yang diperbuat dem;kian oeh atau di hadapan

pegawai umum yang berkuasa untuk membualnya menjadi bukti yang cukup
bag; kedua be@ah p;hak. Setelah diteliti dergan cermat bahwa dar, segi maten
bukti sutat yang d‘iaiukan dan dhubungkan dengan dalil pemohonan, rejevan
dengan pokok perkara dan sa1ing beraesua jan antara yang satu dengan yang
l;n. oleh kasena tu memenuhi syaral maleri i' bukti surat:‘tertulis:

Menmbang, bahwa bukt, suuatfteutu]is Pemohon yang memenuhi syarat
materiil tersebul dapat dikpsit’:kasikan sebagai ber ikuL_

Menimbang, bahwa P merupakan akta otentik berupa Kulpan Ak
Nkah yang berdaya bukti sempuma dan mengjkal yang memberi bukt, ¥ahwa
Pemohon dan Termohon adajah suam ster; yang men;kah pada 02 Maret 2402
drvilayah KUA Kecamatan Pasar M;nggu, Jakanta Selatan;

Menimbang, bahwa demik;an juga mengeng sakq -sakg yang q hadirkan
oteh Pemohon SAKSI [ dan SAKSI ([ temyata saksi saksi lg)sgbyt bukap
orang yang lerh?lang sebaga saks dan telah disumpah, dengan demkian
secara ;formi; saksi saksi tersett dapat dpertmbangkan sebagai, a at
bukt, sedangkan jmater kesaks annya akan d pertimbapgkan se an ulnya, i

Menmbang, bahwa Pasat 171layat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap
kesaksian parus diseitai alasan mengena pengetahuan saksi Setelah dite i
dengan cermat bahwa dar segi mateli keterangan dan d hubungkan dengan

dalil permohonan, keleranpan saksi berdasarkan atasani dan pengetahuan,
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relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan

yang lain, oleh karena ity mamenuhi syarat materil saksi:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi

syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

» Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yaitu rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak hammonis dan keduanya sering
berselisin dan bertengkar dan sudah pisah ranjang beberapa bulan yang
lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

» Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan
perengkaran karena masalah keuvangan (Termoheon berhutang tanpa
izin, mengambil vang pemohon tanpa bilang, tidak mensyukuri rejeki
yang ada sering mengeluh masalah uang);

» Bahwa saksi tidak sanggup unfuk merukunkan Pemchon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan

jawaban Termochon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah

ditemukan sejumiah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 02 Maret 2002 dan dikaruniai 2 {Dua) orang anak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemochon dan Termohon sudah tidak
harmonis karena sejak 2015 sampai sekarang keduanya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sscara  terus  menerus  penyebab
perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah  keuangan
(Termohon berhutang tanpa izin, mengambil uang pemaohon tanpa bilang,
tidak mensyukuri rejeki yang ada sering mengeluh masalah uang);

Bahwa Pemohaon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak beberapa bulan
yang lalu  sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemochon dan
Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kefiga Pemohon dan

Temmohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai dua orang anak, antara

Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus

yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;
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Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah
tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara
suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan,
sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun
rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemochon dan
Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan
lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk
memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara
apl, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon
sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun kemunikasi yang baik
layaknya suami ister, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon
sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami ister, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan aleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmenis sekaligus sebagai salah satu tanda keuluhan
suami Isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari kensep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
ruman tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon
sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkah rumah tangga Pemohon
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dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup
rukun fagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan,

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri
adalah memikul kewajiban yang luhur unfuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah
tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika
suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram
dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakia
hukum diatas, maka petitum permchonan Pemchon nomor 2 tentang
permohonan agar Majelis Hakim membern izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan thalak | ra)'i terhadap Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magasid syanali), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan
dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai
alasan perceraian, dalam syariatl tidak ditentukan secara terinci dan fimitatif,
akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil jtihad atau pemahaman fikih atau
paraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagal suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 hurof ()
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1891 tentang Kompilasi Hukum Islam
menagaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istr dan tidak ada harapan lagi untuk
kermbali rukun;
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Menimbang bahwa dar ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan unfuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-
unsur terjadinya suatu perceraian,

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “perselingkuhan”, karenanya
Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum lslam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken marmage, yang dalam permasalahan keluarga
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelly),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara ferus
menerus, akan sudah dianggap terjadi broken mamage:,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Pemohon dan Termchon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal

dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
halamar 16 dari 24 halarnan, Pufussn Nemers 3281P0E201TRA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 15
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan
Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam
kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau
hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam
sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim
berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun
kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberkan
nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termehon agar rukun
kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai
upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah maksimal dilakukan baik
yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakia
hukurn di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan
kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemchon dan
Temmohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan
yang tidak jelas batas akhimya, tlada bertambahnya hari selain bertambahnya
kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang
demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna

menghilangkan kemafsadatan;
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Menimbang, bahwa tujuan inti hukum |slam dapat dirumuskan dengan
kalimat sw Walle ;g ol bead s (mencapal maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum
perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemghon dan
Termohon seperti terurai dalam  unsur kedua diatas merupakan bentuk
kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Humryatuz
Zaujaini fi al-Thalaag, Juz Il, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya @ “Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaal lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa rub
(hampa), sebab meneruskan parkawinan berarti menghukum safah
saty suami isteri dengan penjara yang berkepamangan. ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimba ngan-pertimbangan tersebut di
atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang
permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf {f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum |siam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sehagai suami isten;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka
permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh
karena itu Majelis Hakim member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
Thalak | Raj'i terhadap Termaohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) s/d
huruf (d) Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban bekas suami terhadap isteri
yang dithalaknya a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isirinya, baik
berupa wang afau benda, kecuali bekas istri ftersebul gabla al dukhul. b.
memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istrii selama dalam iddah, kecuall
bekas istri telah dijatuhf talak ba'in alav nusyuz dan dalam keadaan fidak hamil,
c. melunasi mahar yang masih terhulang selurubnya dan separuh apabila gabla
al dukhul. d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 fahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan tanggal 17 Januari
2017 antara Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi kesepakatan
dalam hal akibat perceraianya yaitu :

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 3.500.000,-
(Tiga juta lima ratus rupiah) x 3 = Rp. 10.500.000 - (Sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah berupa uang sejumiah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta
rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 sebagaimana surat
permohonan Pemohon tentang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak
dari perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat bahwa unfuk
menentukan pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan
ayah ataupun ibu si anak Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang
anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa
depannya, Hal imi sependapat dengan Putusan Mahkamaha Agung Republik
Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1874. Selain itu pemberian
hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan fidak memutus tali
silaturrahim kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat
menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana
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firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahgaaf ayat 15 dan Surat Lugman ayat 14
sebagai berikut

Artinya: Kami penintahkan kepada manusia supaya berbuat baik repada
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan sussh payah (pula). mengandungnya sampal
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa
dan umurmya sampal empat puluh tahun ia berdoa: *va Tuhanku, tunjukiiah
Aku  wnluk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berkan
kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dspat berbual amal
yang saleh yang Engkau ndhai; benlah kebaikan kepadaku dengan
(membern kebaikan) kepada anak cucwhu. Sesungguhnya Aku bertaubat
kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang
berserah diri*

Menimbang bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 105 a
Kompilasi Hukum lslam, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam
hal orang tuanya berceral adalah menjadi hak ibu kandungnya, sedangkan
ayah berkewajiban bertanggungjawab atas biaya hidup anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan itu bisa tidak
diberikan kepada ibu kandung anak yang orang tuanya bercerai, bila terdapat
alasan hukum yang menjadikan terhalangnya si ibu mendapatkan hak asuh dan
pemeliharaan itu, seperti gila atau kejam terhadap anak atau berperilaku yang
akan membahayakan kehidupan anak. Artinya kemaslahatan anak menjadi
terancam kalau hak asuh tersebut diberikan kepadanya,

Menimbang bahwa Majelis berpendapat ketentuan pasal 105 a
Kompilasi Hukum lslam bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif. Akan tetapi
ketentuan pasal 105 a KHI tersebut adalah merupakan patokan awal dalam
menentukan kepada siapa hak hadlonah diberikan jika terjadi perceraian, dan
mempunyai dasar-dasar yang kuat dari sumber ajaran Islam sebagaimana yang
telah juga dipertimbangkan terdahulu, yang justru sejalan dan tidak dapat
dipertentangkan dengan ketentuan dalam UU No.23 tahun 2002 dan
partimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak (the best
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interest of the child). Ketentuan ini baru dapat dikesampingkan ;'1ka ada ajasan-
agsan yangkuat seiinggaketentian it tdak harus digunakan,

Menmbang bahwa adalah kejyu menyederhanakan hasagh dengan
menyamakan untuk kepentngan dan kemasahatan sanak maka hak
pendasuhan lalu seita merta diberkan kepada st ayah, g menyudutkan
ketentuan pasal 105 a KH! sebagai sualu aturan yang bessifat tidak jmpesat,f
Yang benar adaah kepada s;apa hak pengasuhan djberikan akan sangat
bergantung kepada substansi kasusnya, dengan mempermiangkannya dar;
segap@ aspekl tanpa meupakan ietentuan pekok yang sudah dfentukan daam

Kompilasi Hukum Istam tersebut

Men;mbang, bahwa anak yang bernama 1. Afifa 2ahia Prananto
Perempuan lahir di Depok pada tanggal 02 Februasi 2004 sebagaimana bukti
P2 adalah lelah mumayyz sebagamana ketentuan Pasa; 105 huruf b

Kompitasj Hukum Isjgm (KHl) yang menyatekan: pemeltharaan anak yang
sudah mumayyrz diserahkan kepade anak uniuk memilih o anfara ayah atau
iunya sebagai pemegang hak wemeltharaan” Dalam hal ini Majelis Hakim
telah mendengar keleraian kedua anak tersebut djpersidangan yang
menyatakan “#:gin diasuh oletribunya®;

Menimbang, oeh karena anak yang bernama NAMA ANAK, Lak - aki
ahs di Ogpok pada tanggal 14 Maret 2007 beum mumayyz
sebagairlnana bukt; P3 maka anak tersebut magh sangat mambutuhka'n
sepyanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serla curahan kasrh sayang
dar; seorang bu, sefingga sekaipun secara| ahiriyah Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekenvensi mempunyai kemampuan untek dilunjuk sebagai
pemegang hak hadlanah' tapt dajam keadaan anak mash dl bawah umur
belum mumayyiz (belum betumur 12 tahun) dan pug@ sejak lahir hingga
sekarang dasuh oeh Tergugat Rekonvens; hukum memandang ibunya
(Penggugat DK/Tergugat DR) ebh berhak untuk mengasuhl mendd k. seita
untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadjanah atas anak tersebut sesuai
dengan pasal 105 huruf a Kompjasi Hukum Isam, dan sesua; pua dengan
Hadf#s Nabi yang berbuny;:

S8 Gl a zal ool
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Artinya: *Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau
belum menikah"

Menimbang bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh
dan pemeliharaan atas anak Pemohon dan Termoheon sama sekali tidak
menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon dan Termochen sebagaimana
digariskan dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pemohon dan Termohon tidak boleh menghalangi satu sama lain
untuk berhubungan dengan anaknya itu dalam melakukan hak dan
kewajibannya terhadap anaknya tersebut,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka hak asuh anak yang bernama 1. Afifa zahia Prananto Perernpuan lahir di
Depok pada tanggal 02 Februari 2004, 2. Lutfan Reza Prananto, Laki-laki, lahir
di Depok pada tanggal 14 Maret 2007 dibawah hadhanah Termaohon, hal ini
sesuai Yurisprudensi MA.RI nomer 1126 K/Pdy2001 tanggal 28 Agustus Tahun
2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka
anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan
pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Tergugat
Rekonvensi), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum
dalam Kitab Bajuri juz Il halaman 195 yang oleh Majelis Hakim diambil alib
sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : “bahwa apabila seorang
laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dar
perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak  untuk
memeliharanya (mengasuh),”,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4 dan fakla
persidangan bahwa Pemohon sebagal lbu telah memenuhi syarat-syarat
sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-
hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. maka sependapat dengan dalil-
dalil tersebut di atas karena anak tersebut tergolong belum mumayyiz dan
secara de fakto sekarang ini sehari-harinya diasuh sera dipelihara oleh
Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 1538
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dalam hal ini dapat
dikabulkan dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon

sebagai ibunya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Termaohon
sebagal ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuﬁ
(hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan
hak tersebut, maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak
tersebut tergolong sudah mumayyiz dan telah pula menegask‘anldalam
persidangan, “ingin tinggal dalam asuhan ibunya" dan secara de fakto :-j.eltarang
ini sehari-harinya diasuh serta dipelihara oleh Pemohon, maka gasual dengan
katentuan pasal 105 huruf (a} jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Isiam,
permohonan  Pemchon dalam hal ini tidak dapat dikabulkan  dengan
memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Pemohon sebagail ibunys,

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (2) Undang-
Undang Momer 1 Tahun 1974, dan berdasarkan berdasarkan firman Al!gh
dalam AlQur'an Surat Al-phqaaf Ayat 15 dan Surat Luqrh?ﬁ ﬁq.rai:. 14
sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa secrang anak Irnemnllhn kewajiban
yang sama terhadap ayah dan ibunya, serta mempemmbangkaﬁ hahwa
Pamohaon sebagai ayah juga berperan untuk ikut mengasuh dan merawat anak,
juga pada dinnya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya
tersebut, dengan demikian meskipun hak asuh anak berada pada T&nn‘uhun,
bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Pemohon sebagai ayah
untuk ikut mendidik dan membina anak Pemchon dan Tet:mom:rn tersebut.
Sehingga Termaoheon tidak boleh membatasi kesempatan l:lag.;1 Pemnhén untuk
menjenguk dan membawa anak tersebut. Maka Majelis Hakmi mmeamerintahkan
pada Termochon untuk memben kssempatan kepada Pemohon untuk
menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau p.aa?a wa:tu
yang telah disepakati bersama, atas pertimbangan diatas maka Iu'laje_hs Hakim
berpendapat petitum angka 1 surat permohonan Pemohon harus dinyatakan
tidak dapat terima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat
oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-l.lnd-a ng Nc:rr.uf:nr
3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomar 50 Tahun 2009, biaya akibat
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hataman 23 dari 24 halaman, Pubzan pamar 3351 PoLGRM FIPA DD,

Disclaimer

inkan terjadi perr

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dim 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Mengingat. segala peraturan perundang-undangan yang beraku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADIL]!
1 Mengabulkan permohoi:an Pemohon;
2 Memberikan izin kepada Pemohon € E MDHDN) untuk mengucapkan

ikrar Talak 1 Rajl lerhadap Tennohon (T E RMDHKDN) d hadapan
s €ang Pengad lan Agama Depok. ;

3 !\hembebankari kepada Pemohen untuk membayar
a Nafkah selama masa ddah untuk Temnohon sejumah Rp
~ 3.500000.- (Tiga juke hma ratus wpah} x 3 = Rp |
10 500.000.-(Sepu uh jule ima ratus 1ibu rup ah},
| 1 i
b. Mutah berupa uang sejumiah Rp. 40.080.000.- (Empat puluh juta
rupiahy;
4 Menetspkan Teimohon sebaga, pemegang hak asuh (hadhonah) bagi
kedua orang anak yang ph,r dari perkawmnan antara Pemehon dan

Termohon yang betnama :
i NAMA AN AK Perempuan lahlr d Depok pada tanggal 02

Februani 2004;
2. NAMA AN AK, Lak laki, d&@hit di Depok pada tangga 14 |
Maret 2007;

5. Membebankan kepada Pemchon untuk membayar biaya yang tmbul
dalam perkara ini sejumliah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam pulub satu ribu
\upiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan datam peimusyawaratan majelis hakim
pada hari Kamis tanggal 28 Febiuari 2018 Masehi beitepatan dengan tanggal
12 Jumadil Akhir 1439 Hijiiyah oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua
Majelis, dan Dra. Tuli Ganfini serta Nanang Mcoh Rofi’i Nurhidayat. S.Ag
masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum eleh Kefisa Majelis dengan
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dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, 5.Ag, M.H
Hakim Anggota, Hakim

J

Dra. Tuti Gantini Nanang Moh Ryfi'i Nurhidayat, S.Ag
Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

FPerincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya materai : Rp. §.000,-
Jumlah Rp. 261.000- {(Dua ratus enam

puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap seiak tanggal | o,

halarman 24 can 24 halaman, Putusan Mamar 338 WP0LGZ01 TIPA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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